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ABSTRAK 

TINJAUAN MAQĀṢID SYARĪʻAH TERHADAP KELAYAKAN GAJI 

TENAGA KEPENDIDIKAN DI FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

Rahmat Mawardi 

NIM: 15421063 

 

Dalam bekerja pasti ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik si bos maupun 

karyawan. Terkait pemberian gaji, dalam Islam juga mengatur hukum dan 

ketentuan pemberian gaji kepada pekerja. Termasuk di dalamnya tenaga 

kependidikan yang berperan penting dalam kelancaran berjalannya proses belajar 

mengajar dan menyiapkan keperluan administrasi sarana dan prasarana untuk 

bidang akademik kemahasiswaan. Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam 

Indonesia. Fakultas Ilmu Agama Islam dapat dibilang fakultas yang paling “islami” 

di antara fakultas lain di Universitas Islam Indonesia. Karena dari namanya saja 

sudah kita ketahui memiliki tiga program studi yang kesemuanya mengandung 

unsur “islam”. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Fakultas Ilmu Agama Islam 

sudah menerapkan kebijakan atau sistem-sistem lain yang berhubungan dengan 

kampus sesuai dengan maqāṣid syarī’ah, salah satunya dalam pemberian gaji 

terhadap tenaga kependidikan di Fakultas Ilmu Agama Islam. Tujuan penelitian ini 

adalah menganalisis tinjauan maqāṣid syarīʻah terhadap kelayakan gaji tenaga 

kependidikan di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu mengolah data 

yang diperoleh dari lapangan dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategorinya 

untuk ditarik kesimpulan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan normatif dan empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Sistem pemberian gaji tenaga 

kependidikan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indoensia 

dilaksanakan berdasarkan golongan karyawan. (2) Kelayakan gaji tenaga 

kependidikan di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dalam 

tinjauan maqāṣid syarīʻah khususnya dalam aspek memelihara harta belum tercapai 

dengan baik, terutama bagi tenaga kependidikan pada karyawan kontrak fakultas. 

Kata Kunci: gaji, tenaga kependidikan, maqāṣid syarīʻah 
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ABSTRACT 

THE PERSPECTIVE OF MAQĀṢID SYARĪʻAH TO THE SALARY 

ELIGIBILITY OF EDUCATIONAL STAFF IN FACULTY OF ISLAMIC 

STUDIES, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

 

Rahmat Mawardi 

NIM: 15421063 

 

In working, there must be rights and obligations the employer and the employees 

must fulfill. Regarding the provision of salaries, Islam also regulates the laws and 

conditions for providing salaries for the employees. This includes educational staff 

having an important role in running of the teaching and learning process and in 

preparing the administrative needs of facilities and infrastructure for the student 

affairs. Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia is argued as the 

most "Islamic" faculty of other faculties at Universitas Islam Indonesia. As its name 

implies, it has three study programs, all of which contain the Islamic elements. A 

question can be raised whether the Faculty of Islamic Studies has implemented any 

policies or other systems related to the campus based upon maqāṣid syarī'ah, one of 

which is the provision of salaries to educational staff at this Faculty. This study 

aimed to analyze the perspective of maqāṣid syarīʻah on the salaries eligibility of 

educational staff at Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta. This study used qualitative analysis to processing data obtained from 

the field by organizing it into categories to draw conclusions. The approach used 

was a normative and empirical approach. Based on the results of the research, it is 

concluded that: (1) The salary system for educational staff of Faculty of Islamic 

Studies, Universitas Islam Indonesia has been implemented based on the 

employee's class. (2) The salaries eligibility of educational staff at Faculty of 

Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia in the perspective of maqāṣid syarīʻah, 

particularly in maintaining assets, has not been achieved properly, especially for the 

non-permanent education staff. 

 

Keywords: Salary, Educational Staff, maqāṣid syarīʻah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia dalam hidup di dunia ini pasti membutuhkan manusia lain, 

manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri atau yang sering disebut dengan 

manusia sebagai makhluk sosial. Di mana manusia membutuhkan yang lain 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, bermasyarakat, berkelompok, saling 

membutuhkan. Selain itu, manusia juga disebut dengan makhluk ekonomi. 

Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, manusia bekerja sebagai penyedia jasa 

manfaat, tenaga, ataupun lainnya. Banyak sekali firman Allah yang 

memerintahkan kita sebagai manusia khalifah di muka bumi ini untuk bekerja 

mengusahakan kehidupan. Salah satu firman-Nya dalam QS. At-Taubah ayat 

105: 

مُؤْمِنُوْنََۗ وَسَتُ 
ْ
هٗ وَال

ُ
مْ وَرَسُوْل

ُ
ك

َ
ُ عَمَل وْا فَسَيَرَى اللهه

ُ
غَيْبِ وَقُلِ اعْمَل

ْ
ى عٰلِمِ ال

ٰ
وْنَ اِل رَدُّ

وْنَ  
ُ
نْتُمْ تَعْمَل

ُ
مْ بِمَا ك

ُ
ئُك هَادَةِ فَيُنَبِّ

 وَالشَّ

 

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, 

begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan 



2 
 

 

dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, 

lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”1 

Dalam bekerja pasti ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik si bos 

maupun karyawan. Bos berhak mendapatkan sesuatu atas hasil pekerjaan 

karyawan dan berkewajiban memberikan imbalan atau gaji kepada karyawan 

yang sudah bekerja kepadanya, begitupun sebaliknya. Karena pada hakekatnya 

manusia bekerja untuk memenuhi ekonomi dan mensejahterakan hidup. Seperti 

yang disebutkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Walaupun tidak disebutkan secara jelas 

dan rinci mengenai hak dan kewajiban antara keduanya. 

Terkait pemberian gaji, dalam Islam juga mengatur hukum dan ketentuan 

pemberian gaji kepada pekerja. Islam sebagai agama raḥmatan lil ‘ālamīn, turun 

dengan membawa seperangkat aturan yang mencakup segala aspek kehidupan 

manusia. Tujuan adanya aturan-aturan ini tentu saja supaya umat manusia dapat 

hidup dalam kesejahteraan, ketentraman, dan jauh dari hal-hal yang 

merugikan.2 Karena Islam sangat menjunjung tinggi kemaslahatan umat dengan 

sebesar-besarnya dan menghindarkan kemudaratan. Hal ini seperti yang 

terkandung dalam maqāṣid syarī’ah. Dalam maqāṣidus syarī’ah terdapat lima 

prinsip umum yang sering disebut dengan kulliyat al-khamsah, yaitu: ḥifżu ad-

dīn, ḥifżu an-nafs, ḥifżu al-‘aql, ḥifżu al-māl, dan ḥifżu an-nasl.  

                                                           
1Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya, Cetakan 

kesebelas, (Yogyakarta:UII PRESS, 2014), 359. 
2 Firman Setiawan, Al-Ijarah Al-A’mal Al-Mustarakah dalam Perspektif Hukum Islam 

(Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten 

Sumenep Madura), Jurnal DINAR, Vol. 1 No. 2, (Januari 2015), 104-105. 
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Upah atau gaji adalah bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh 

tenaga kerja. Untuk mengetahui definisi upah versi islam secara menyeluruh, 

ada baiknya jika kita lihat dahulu beberapa kutipan ayat di bawah ini: 

مُؤْمِنُوْنََۗ وَسَتُرَ وَقُلِ 
ْ
هٗ وَال

ُ
مْ وَرَسُوْل

ُ
ك

َ
ُ عَمَل وْا فَسَيَرَى اللهه

ُ
هَادَةِ اعْمَل غَيْبِ وَالشَّ

ْ
ى عٰلِمِ ال

ٰ
وْنَ اِل دُّ

وْنَ  
ُ
نْتُمْ تَعْمَل

ُ
مْ بِمَا ك

ُ
ئُك  فَيُنَبِّ

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, 

begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-

Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” 

Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Miṣbāḥ menjelaskan jika kita 

bekerja demi karena Allah dengan amal shaleh yang bermanfaat baik untuk diri 

kita dan masyarakat umum, maka akan ada ganjaran dan balasan untuk hal itu. 

Ganjaran dan balasan yang dimaksud di sini adalah upah, atau gaji, atau 

kompensasi.3 Dari kutipan ayat di atas juga nampak bahwa gaji dalam konsep 

islam memiliki dua aspek, yaitu dunia dan akhirat. Seperti yang termaktub 

dalam Surat al-Kahfi ayat 30: 

حْسَنَ 
َ
جْرَ مَنْ ا

َ
ا نُضِيْعُ ا

َ
لِحٰتِ اِنَّا ل وا الصه

ُ
مَنُوْا وَعَمِل

ٰ
ذِينَْ ا

َّ
ا  عَ اِنَّ ال

ً
 مَل

                                                           
3 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian AL-Qur’an, (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), 342. 
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 Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Kami benar-

benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan 

yang baik itu.4 

Dari sedikit uraian di atas juga dapat disimpulkan bahwa proses penentuan 

upah yang islami itu berasal dari dua faktor, yaitu objektif dan subjektif. Dari 

sisi obyektif adalah upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar 

tenaga kerja, sedangkan sisi subjektifnya adalah upah ditentukan melalui 

pertimbangan-pertimbangan sosial, dan maksud dari pertimbangan sosial 

tersebut adalah terkait nilai-nilai kemanusiaan. Di antara nilai-nilai 

kemanusiaan di sini, konsep keadilan terlihat sangat dominan dalam setiap 

praktek pelaksanaan pengupahan atau penggajian yang tentunya juga harus 

sesuai dengan peraturan yang ada. 

Secara universal, praktek pengupahan atau penggajian ini hendaknya 

memenuhi konsep keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak, baik itu buruh 

ataupun majikan. Kemudian bentuk dari keadilan tersebut juga sangat banyak, 

keadilan dalam hal jam kerja, keadilan dalam hal jumlah upah atau gaji, 

keadilan dalam hal porsi kerja, dan keadilan dalam hal kesejahteraan lainnya.  

Yogyakarta adalah salah satu dari berbagai contoh kota besar yang ada di 

indonesia, di mana tentunya banyak sekali kegiatan atau proses hubungan yang 

bersifat industrial. Hal ini ditandai dengan banyaknya perusahaan-perusahaan, 

universitas atau perguruan tinggi, dan ruang-ruang usaha lainya yang tentunya 

                                                           
4 Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Qur’an Karim......, 523. 
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akan ada interaksi-interaksi industrial di dalamnya, salah satunya adalah terkait 

sistem penggajian atau pengupahan.  

 Universitas Islam Indonesia adalah perguruan tinggi swasta yang  

merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk aplikasi contoh kegiatan 

industrial yang ada di Yogyakarta, yang memiliki delapan fakultas, salah 

satunya Fakultas Ilmu Agama Islam. Pada Fakultas Ilmu Agama Islam ini ada 

tiga program studi yaitu: Prodi Pendidikan Agama Islam, Prodi Hukum 

Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah), dan Prodi Ekonomi Islam, yang kesemuannya 

ada unsur “islam”nya. Pada setiap fakultas di Universitas Islam Indonesia pasti 

ada divisi akademik, di mana memiliki tugas utama sebagai pengelola 

penyelenggaraan kegiatan rutin proses belajar mengajar dan menyiapkan 

keperluan administrasi sarana dan prasarana untuk bidang akademik serta 

mendukung administrasi kemahasiswaan atau yang bisa disebut dengan tenaga 

kependidikan. 

Fakultas Ilmu Agama Islam dapat dibilang fakultas yang paling “Islami” di 

antara fakultas lain di Universitas Islam Indonesia. Karena dari namanya saja 

sudah kita ketahui memiliki tiga program studi yang kesemuanya mengandung 

unsur “islam”. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Fakultas Ilmu Agama 

Islam Universitas Islam Indonesia sudah menerapkan peraturan maupun sistem-

sistem lain yang berhubungan dengan kampus sesuai dengan maqāṣid syarī’ah, 

salah satunya dalam pemberian gaji terhadap tenaga kependidikan di Fakultas 

Ilmu Agama Islam. Karena tenaga kependidikan di Fakultas Ilmu Agama Islam 

merupakan salah satu pihak yang berperan penting dalam kelancaran 
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berjalannya proses belajar mengajar di kampus. Dengan kata lain bahwa tenaga 

kependidikan tidak jauh beda dengan tenaga pendidik. Di samping itu, seperti 

yang kita ketahui bersama bahwa belajar atau menuntut ilmu itu sangat 

diperintahkan oleh Allah, bahkan hukumnya wajib. Sesuai firman Allah dalam 

QS Al-Mujadalah ayat 11: 

مَجٰلِسِ فَ 
ْ
حُوْا فِى ال مْ تَفَسَّ

ُ
ك

َ
 ل

َ
مَنُوْْٓا اِذَا قِيْل

ٰ
ذِينَْ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
 يٰٓا

َ
مْ  وَاِذَا قِيْل

ُ
ك

َ
ُ ل  افْسَحُوْا يَفْسَحِِ اللهه

مَنُوْا 
ٰ
ذِينَْ ا

َّ
ُ ال شُزُوْا يَرْفَعِ اللهه

ْ
شُزُوْا فَان

ْ
ذِينَْ ان

َّ
مْْۙ وَال

ُ
ُ بِمَا  مِنْك َۗ وَاللهه مَ دَرَجٰت 

ْ
عِل

ْ
وْتُوا ال

ُ
ا

وْنَ خَبِيْر  
ُ
 تَعْمَل

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah 

kelapangan di dalam majelis-majelis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah 

kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-

orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa 

derajat. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.5 

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait 

tinjauan maqāṣid syarīʻah mengenai sistem pemberian gaji terhadap 

tenaga kependidikan di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam 

Indonesia Yogyakata. 

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka 

diperoleh fokus rumusan masalah sebagai berikut: 

                                                           
5Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Qur’an Karim...., 987. 
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1. Bagaimana sistem pemberian gaji tenaga kependidikan di Fakultas Ilmu 

Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta? 

2. Bagaimana tinjauan maqāṣid syarīʻah terhadap kelayakan gaji tenaga 

kependidikan di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, 

maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini yaitu: 

a. Mengetahui sistem pelaksanaan pemberian gaji tenaga kependidikan di 

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

b. Menganalisis tinjauan maqāṣid syarīʻah terhadap kelayakan gaji tenaga 

kependidikan di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memiliki manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis. 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan dan memberikan sumbangsih khazanah keilmuwan bagi 

para pembaca mengenai tinjauan maqāṣid syarīʻah terhadap gaji tenaga 

kependidikan. 

b. Manfaat Praktis 
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Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca 

maupun penulis serta dapat menjadi pertimbangan dalam pemberian gaji 

terhadap tenaga kerja, khususnya terhadap tenaga kependidikan di 

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

D. Sistematika Pembahasan 

Adanya sistematika pembahasan guna memberikan gambaran secara umum 

isi pembahasan dan memudahkan dalam memahami skripsi. 

Bab Pertama merupakan pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah 

yang memuat alasan-alasan tentang mengapa permasalahan ini diangkat 

menjadi sebuah penelitian. Fokus dan pertanyaan penelitian merupakan 

pembatas rumusan masalah, dilanjutkan dengan tujuan penelitian yang 

merupakan jawaban dari fokus pertanyaan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

Bab Kedua merupakan kajian pustaka di mana memuat beberapa 

keterangan-keterangan dari penelitian terdahulu yang sejenis, dan kerangka 

teori. 

Bab Ketiga menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian skripsi ini. Dalam bab ini akan dipaparkan jenis penelitian dan 

pendekatan, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, 

teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data. 
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Bab Keempat merupakan pembahasan dari hasil penelitian, mengenai 

tinjauan maqāṣid syarīʻah terhadap gaji tenaga kependidikan di Fakultas Ilmu 

Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

Bab Kelima merupakan penutup atau bab terakhir dalam penelitian skripsi 

ini. Memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari fokus pertanyaan 

masalah, dilanjutkan dengan saran-saran sebagai penutup yang ditujukan 

kepada pihak-pihak terkait. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

 

A. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelusuran literatur yang telah dilakukan, penulis 

menemukan beberapa literatur atau penelitian terdahulu yang membahas 

tentang gaji, namun penulis belum menemukan literatur baik dari jurnal, thesis, 

disertasi, jurnal, artikel, skripsi, maupun buku yang membahas secara langsung 

mengenai kelayakan gaji kependidikan dalam tinjauan maqāṣid 

syarīʻah.Adapun literatur-literatur yang berhubungan dengan skripsi ini di 

antaranya: 

Penelitian Adin Fadilah, “Komponen Kebutuhan Hidup dalam Regulasi 

Upah Minimum Perspektif Maqāṣid Al-Sharī’ah”. Dalam tulisannya Adin 

menjelaskan bahwa saat ini perkembangan kebutuhan hidup yang dijadikan 

pedoman dalam penentuan upah minimum telah memperhatikan tingkat 

kebutuhan hidup. Hal ini dapat dilihat dari yang dulunya kebutuhan hanya yang 

bersifat fisik saja, namun sekarang sudah mencakup kebutuhan yang bersifat 

rohani juga. Membuktikan adanya relevansi antara teori kebutuhan yang 
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digunakan sebagai pedoman penentuan upah minimum dengan konsep 

kebutuhan dalam teori maqāṣid syarīʻah.6 

Skripsi Fahmi Vidi Alamsyah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja pada PT. Royal Korindah Kelurahan 

Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga”, menjelaskan bahwa kebijakan 

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88 menegaskan 

bahwa setiap tenaga kerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 

penghidupan layak bagi kemanusiaan yang artinya jumlah upah yang diterima 

oleh tenaga kerja atau buruh dari hasil pekerjaannya mampu memenuhi 

kebutuhan hidup tenaga kerja dan keluarganya secara wajar. Dan dalam konteks 

maqāṣid syarīʻah diperintahkan untuk memberikan perlindungan atas hak asasi 

manusia aḍ-ḍarurat al-khamsa.7 

Hasil penelitian karya Mekalita Januarin yang berjudul “Analisis 

Penerapan Sistem Kerja Kontrak (Outsourcing) Karyawan PT. BTN Syariah 

Cabang Palembang Ditinjau dari Konsep Maqashid Syariah”, menjelaskan 

bahwa penerapan sistem kerja kontrak pada PT. BTN Syariah Cabang 

Palembang sebagian besar telah sesuai dengan Undang-Undang 

Ketenagakerjaan. Seperti hak atas gaji, hak upah lembur, hak libur dan cuti, hak 

atas jaminan sosial tenaga kerja, dan hak untuk beribadah sudah terpenuhi. 

                                                           
6 Adin Fadilah, “Komponen Kebutuhan Hidup dalam Regulasi Upah Minimum Perspektif 

Maqāṣid Al-Sharī’ah”, Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realtas, Vol. 1, No. 1, (Mei-

Oktober 2016), 32. 
7 Fahmi Vidi Alamsyah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja pada 

PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga”, Skripsi, Purwokerto: 

IAIN Purwokerto, 2015, 66. 
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Namun ada beberapa hal yang tidak sesuai konsep maqāṣid syarīʻah, yaitu 

perlindungan terhadap keturunan dan akal belum terpenuhi.8 

Dalam skripsi lain tulisan Ummahatul Mukminiati yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Minimum Regional Sumatera Selatan 

Tahun 2015”, menjelaksan bahwa dalam hukum Islam mengenai besaran upah 

itu ditetapkan menurut kesepakatan antara kedua belah pihak. Kedua belah 

pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan jumlah upah serta menetapkan 

syarat dan cara pembayarannya. Asalkan saling rela dan tidak merugikan. 

Tingkat upah minimum dalam Islam juga harus cukup memenuhi kebutuhan 

dasar yaitu sandang, pangan, dan papan.9 

Penelitian karya Zunaerotul Wafiroh yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam terhadap Sistem Pengupahan pada Pemeliharaan Sapi di UD. Family 

Desa Jabung Kecamatan Talun Kabupaten Blitar”, dipaparkan bahwa 

pemelihara sapi/pekerja ketika dalam pemeliharaannya tidak memberi 

keuntungan akan tetapi mendapatkan upah tanpa dikurangi, karena dalam hal 

itu menggunakan prinsip pemberdayaan dengan tujuan untuk memberi modal 

dalam berwirausaha. Akan tetapi dalam sistem pelaksanaan pemberian upah 

                                                           
8 Mekalita Januarin, “Analisis Penerapan Sistem Kerja Kontrak (Outsourcing) Karyawan 

PT. BTN Syariah Cabang Palembang Ditinjau dari Maqashid Syariah”, Skripsi, Palembang: UIN 

Raden Fatah, 2016, 77. 
9 Ummahatul Mukminiati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Minimum Regional 

Sumatera Selatan Tahun 2015”, Skripsi, Palembang: UIN Raden Fatah, 2016, 22. 



13 
 

 

terjadi penundaan. Hal inilah yang belum memenuhi syarat dan rukun menurut 

hukum Islam, karena tidak sesuai dengan akadnya.10 

Hasil penelitian jurnal ilmiah karya Gilang Mei Durrotun Nasihah yang 

berjudul “Tinjauan Upah Minimum terhadap Pemenuhan Maqashid Syari’ah 

(Studi Kasus di Pabrik Gula Kebun Agung Kabupaten Malang)”, dalam jurnal 

ilmiah Gilang dijelaskan bahwa pekerja bukan hanya tentang jumlah usaha atau 

jasa yang dijual, melainkan para pengusaha atau pemakai jasa tersebut juga 

harus mempunyai tanggung jawab moral dan sosial terhadap pekerja, hal ini 

sesuai yang diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu, pemberian upah harus 

terjadi keriḍaan dalam menegosiasikan gaji dari kedua pihak. Di mana 

kemaslahatan harus dicapai, dijaga, dan dipelihara.11 

Skripsi lain karya Liza Zulaini yang berjudul “Pengelolaan Tenaga 

Kependidikan dalam Pembagian Job Description di Pesantren Darul Ihsan Siem 

Aceh Besar”, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Manajemen 

Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 

Dalam tulisan Liza disebutkan bahwa tenaga kependidikan merupakan faktor 

penting dalam keseluruhan perangkat penggerak pendidikan. Manajemen 

tenaga kependidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan 

                                                           
10 Zunaerotul Wafiroh, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan pada 

Pemeliharaan Sapi di UD. Family Desa Jabung Kecamatan Talun Kabupaten Blitar”, Skripsi, 

Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019, x. 
11 Gilang Mei Durrotun Nasihah, “Tinjauan Upah Minimum terhadap Pemenuhan 

Maqashid Syari’ah (Studi Kasus di Pabrik Gula Kebon Agung Kabupaten Malang)”, Jurnal Ilmiah, 

Malang: Universitas Brawijaya, 2015, 3. 
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secara efektif dan efisien guna mencapai hasil yang dituju.12 Pembahasan dalam 

skripsi ini lebih fokus pada manajemen pengelolaan tenaga kependidikan. 

Penelitian lain karya Arini Dewi Muchtaram yang berjudul “Pengaruh 

Pemberian Kompetensi terhadap Produktivitas Kerja Guru SD Negeri Se-

Kecamatan Andir Kota Bandung”, dalam karya Arini dipaparkan bahwa untuk 

menjamin kesejahteraan tenaga kependidikan diperlukan suatu sistem yang 

dapat menjamin keadilan dan kepastian. Tenaga kependidikan khususnya guru, 

pasti mendambakan masa depan yang cerah. Kesejahteraan tersebut dapat 

berbentuk finansial maupun non finansial. Terpenuhinya kesejahteraan tenaga 

kependidikan cukup berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan tugasnya.13 

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai kesejahteraan tenaga 

kependidikan yang dalam artian guru. 

Penelitian Tesis karya Farizil Qudsi Maulana yang berjudul “Sistem 

Kompensasi Finansial dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus pada 

Karyawan Kontrak Dompet Dhuafa Cabang Jawa Timur), dijelaskan bahwa 

mengenai masalah upah dalam Islam dianjurkan untuk dibuat adanya 

kesepakatan antara pemberi pekerjaan dan pekerja, yang meliputi hak-hak 

kewajiban masing-masinng termasuk masalah upah dan jenis pekerjaan yang 

                                                           
12 Liza Zulaini, “Pengelolaan Tenaga Kependidikan dalam Pembagian Job Description di 

Pesantren Darul Ihsan Siem Aceh Besar”, Skripsi, Darussalam Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018, 

2. 
13 Arini Dewi Muchtaram, “Pengaruh Pemberian Kompetensi terhadap Produktivitas Kerja 

Guru SD Negeri se-Kecematan Andir Kota Bandung”, Skripsi, Bandung: Universitas Pendidikan 

Indonesia, 2014, 2. 



15 
 

 

harus dilakukannya.14 Sehingga menghasilkan kesepakatan saling riḍa antara 

keduanya, pekerja dan pemberi pekerjaan alias si bos. 

Penelitian lain tulisan Bayu Aji Santoso dengan judul “Tinjauan Hukum 

Islam terhadap Sistem Penggajian di G’Bol Coffe Café Yogyakarta. Penelitian 

skripsi ini menjelaskan tentang sistem penggajian di G’bol Coffe Café 

Yogyakarta dan menganalisis dengan tinjauan hukum Islam. Bayu juga 

menyebutkan bahwa praktik pelaksanaan penggajian secara universal 

seharusnya memenuhi konsep keadilan, kemanusiaan, dan tidak merugikan 

salah satu pihak baik itu pegawai maupun majikan. Keadilan yang dimaksud di 

sini adalah berupa keadilan dalam hal jam kerja, gaji, maupun keadilan dalam 

hal porsi kerja. Serta adanya jaminan kesejahteraan lainnya.15 

B. Kerangka Teori 

1. Pengertian Gaji 

Pada hakekatnya, istilah ‘gaji’ dan ‘upah’ itu sama saja, yaitu suatu 

imbalan dari pengusaha atau pemberi yang diberikan kepada pekerja atas 

jasa ataupun tenaga yang telah dikeluarkannya. Walau demikian, ada yang 

membedakan antara gaji dengan upah. Salah satunya menurut Mulyadi, ia 

berpendapat bahwa gaji pada umumnya merupakan pembayaran atas 

penyerahan jasa yang telah dilakukan oleh karyawan yang mempunyai 

jenjang jabatan manajer, sedangkan upah umumnya merupakan 

                                                           
14 Farizil Qudsi Maulana, “Sistem Kompensasi Finansial dalam Perspektif Maqashid 

Syariah (Studi Kasus pada Karyawan Kontrak Dompet Dhuafa Cabang Jawa Timur)”, Tesis, 

Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015, 26. 
15 Bayu Aji Santoso, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Penggajian di G’BOL 

Coffee Cafe Yogyakarta”, Skripsi,  Yogyakarta:UIN  Sunan Kalijaga, 2013, 3. 
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pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana 

(buruh).16 

Gaji dapat didefiniskan sebagai harga atau ganjaran yang diberikan 

oleh si bos kepada pekerja atas tenaga kerjanya untuk menghasilkan suatu 

barang atau perkhidmatan yang mendatangkan keuntungan. Pendapat lain 

juga menjelaskan bahwa gaji merupakan sejumlah uang yang dibayar 

berasaskan persetujuan antara majikan dan pekerja terhadap tenaga atau jasa 

yang diberikan untuk pengeluaran dan kepentingan majikan.17 

Istilah ‘gaji’ dalam perundang-undangan pun tidak ditemukan, yang 

ada hanya istilah ‘upah’. Seperti pengertian upah yang disebutkan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, 

dan juga dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan 

bahwa: 

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan 

bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa 

yang telah atau akan dilakukan.”18  

                                                           
16 Mulyadi, Sistem Akuntansi, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2001), 373. 
17 Abd Rahman dan Jumuat Abd Moen, “Pentadbiran Gaji dan Upah Menurut Perspektif 

Islam- Satu Tinjauan Umum”, ‘Ulum Islāmiyyah: The Malaysia Journal of Islamic Sciences, Vol. 3 

No. 1, (2004), 37. 
18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
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Lebih rinci lagi, Pasal 24 Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

menyebutkan cakupan upah meliputi sebagai berikut: 

(1) Upah sebagai dasar pemberian uang pesangon, uang jasa dan ganti 

kerugian terdiri dari: 

a. Upah pokok; 

b. Segala macam tunjangan yang bersifat tetap diberikan kepada 

pekerja dan keluarganya; 

c. Harga pemberian dari catu yang diberikan kepada pekerja secara 

Cuma-Cuma apabila catu harus dibayar pekerja dengan subsidi 

maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan 

harga yang harus dibayar oleh pekerja.19 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat bahwa bukan istilah ‘gaji’ 

yang ditemukan dalam perundang-undangan melainkan upah. Penggunaan 

istilah ‘upah’ secara konsisten oleh pemerintah dalam peraturan perundang-

undangan, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah. Namun 

realitanya, pemerintah pun juga masyarakat pada umumnya menggunakan 

istilah ‘gaji’ untuk PNS, anggota TNI, dan anggota POLRI.20 Seakan ada 

perbedaan faktor tingkatan sosial bagi seseorang dalam penyebutan istilah 

‘gaji’ dan ‘upah’.   

                                                           
19 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-03/MEN/1996 tentang Penyelesaian 

Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa dan Ganti Kerugian. 
20 Achmad S. Ruky, Manajemen Penggajian dan Pengupahan untuk Karyawan 

Perusahaan, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), 8. 
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Dalam Islam, gaji termasuk dalam pembahasan ijārah. Ijārah memiliki 

arti sewa, jasa, atau imbalan. Menurut Ulama Syafi’iyah, ijārah yaitu 

transaksi terhadap manfaat sesuatu yang dibolehkan, dapat digunakan, dan 

dengan imbalan tertentu.21 Sedangkan dalam Fatwa DSN MUI, disebutkan 

bahwa: “Ijārah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu 

barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti 

dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.22 

Definisi di atas tidak jauh berbeda dengan pendapat Syaikh Syihab al-

Din dan Syaikh Umairah tentang ijarah, yaitu: 

ومَة  مَقْصُودَة   عَقْد  
ُ
بَذْلِ  على مَنْفَعَة  مَل

ْ
ة  لِل

َ
إبَاحَةِ  قابِل

ْ
بِعِوَضِ وَضْعًا وال  

“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan 

membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.”23 

Terkait pembahasan ijārah, penulis di sini lebih memfokuskan pada 

ijārah al-‘amal, di mana hal ini ada kaitannya dengan gaji atau pengupahan 

seperti yang dibahas pada penelitian skripsi ini. Ijārah al-‘amal sendiri 

mempunyai pengertian yakni menjadikan pekerjaan atau jasa dari seseorang 

(pekerja) sebagai ma’qud ‘alaih.24 Seperti dalam hadis Nabi Muhammad 

SAW: 

                                                           
21 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan 

dan Bisnis Kontemporer, Cetakan ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), 115. 
22 Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembayaran Ijarah. 
23 Firman Setiawan, Al-Ijarah......., 108. 
24 Ibid, 110. 



19 
 

 

اسُ بْنُ  ثَنَا االعَبَّ ثَنَا وَهْبُ بْنُ حَدَّ مَشْقِيُّ حَدَّ وَلِيدِ الدِّ
ْ
مِيُّ  ال

َ
ل ةَ السَّ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّ

بِيْهِ عَنْ عَ 
َ
مَ عَنْ أ

َ
سْل

َ
حْمنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أ ثَنَا عَبْدُ الرَّ  حَدَّ

َ
: قَال

َ
بْدِ الِله بْنِ عُمَرَ قَل

جْرَهُ 
َ
جِيْرَ أ

َ
عْطُوْا الأ

َ
ى الله عليه وسلم, أ

ّ
نْ يََ رَسول الله صل

َ
 أ

َ
فَّ عَرَقُهُ  قَبْل جِ  

“Telah menceritakan kepada kami Al-Abbas bin Al-Walid Ad-

Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa’id bin 

Athiah As-Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 

‘Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya dari ‘Abdullah bin 

‘Umar ia berkata, Rasulullah ṣallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”” 

(HR. Ibnu Majah: 2434)25 

Dalam Alquran juga ada beberapa ayat tentang ijarah, salah satunya 

QS At-Ṭalaq ayat 6: 

جُوْرَهُنَّ   
ُ
توُْهُنَّ ا

ٰ
مْ فَا

ُ
ك

َ
رْضَعْنَ ل

َ
فَاِنْ ا  

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, Maka 

berikanlah kepada mereka upahnya.”26 

Berdasarkan dalil-dalil dari Alquran ataupun Hadis tentang gaji, maka 

dapat disimpulkan bahwa upah atau gaji dalam islam bersifat lebih dalam 

dan kerohanian, yaitu ganjaran (imbalan) yang diterima seseorang atas 

pekerjaannya dalam bentuk materi di dunia (yang mencakup adil dan layak), 

dan dalam bentuk pahala di akhirat. Di sini terlihat bahwasanya keadilan 

                                                           
25 Sunan Ibnu Majah, Hadits No. 2434, Ensiklopedia Hadits. 
26 Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Qur’an Karim..., 



20 
 

 

dan kelayakan dalam pemberian upah atau gaji terhadap buruh atau 

karyawan merupakan hal yang sangat esensial agar tercapainya pahala di 

akhirat kelak. 

Akan tetapi, baik di dalam Alquran maupun hadis belum dijelaskan 

aturan-aturan baku secara mendetail tentang bagaimanakah sistem 

penetapan gaji, mekanisme pemberiannya, dan bentuk kongkrit tentang 

upah atau gaji. Hal tersebut karena upah atau gaji merupakan salah satu 

kegiatan dalam muamalah yang senantiasa terus berkembang sesuai dengan 

kondisi masyarakat dan zaman.27 

Pemberian upah atau gaji sebagai imbalan yang telah dilaksanakan 

sering menjadi persoalan yang masih perlu untuk dikaji dan dicari 

solusinya, hal ini disebabkan karena adanya tuntutan masing-masing pihak 

yang berbenturan. Oleh karena itu, dalam gaji/upah harus memenuhi tiga 

prinsip sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum muamalat, yaitu: 

1) Muamalat harus dilaksanakan dengan dasar rida dan suka rela, tanpa 

mengandung unsur paksaan. 

2) Muamalat dilaksanakan atas dasar pertimbangan mendatangkan 

manfaat dan menghindarkan mudarat dalam kehidupan masyarakat 

3) Muamalat dilaksanakan dengan nilai-nilai keadilan menghindari dari 

unsur-unsur penganiayaan . 

                                                           
27 Bayu Aji Santoso, Tinjauan Hukum Islam....., 10. 
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Upah atau gaji harus diberikan secara adil dan tidak merugikan salah 

satu pihak. Adil secara bahasa mengandung dua arti yaitu tidak berat 

sebelah dan sepatutnya, kemudian tidak sewenang-wenang. Jadi dalam pola 

masyarakat Islam, upah atau gaji bukan hanya sekedar merupakan suatu 

konsesi saja, tetapi merupakan hak asasi bagi pekerja atau karyawan yang 

dalam penetapanya harus memenuhi tiga asas, yaitu keadilan, kelayakan, 

dan kebajikan.28  

Proses penentuan gaji yang Islami itu terdapat dari dua faktor, yaitu 

faktor objektif dan subjektif. Secara objektif, gaji ditentukan melalui 

pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Sedangkan secara sisi 

subjektif, gaji ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan sosial yang 

berarti ada kaitannya dengan nilai-nilai kemanusiaan.29 

Jadi pada intinya pengertian gaji dalam perundang-undangan negara 

maupun dalam Islam itu sama, yaitu suatu imbalan yang wajib diberikan 

kepada pekerja oleh bos. 

2. Pengertian Tenaga Kependidikan 

 Perlu dibedakan antara pendidik dengan tenaga kependidikan. 

Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan dua profesi yang berbeda 

namun keduanya memiliki keterkaitan erat dalam dunia pendidikan. 

Pendidik dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

                                                           
28 Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Atas Persoalan Keislaman, cet. Ke-4, (Bandung: Mizan, 

1996), 191. 
29  Bayu Aji Santoso, Tinjauan Hukum Islam....., 3. 
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tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan: “Pendidik adalah tenaga 

kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong 

belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang 

sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 

menyelenggarakan pendidikan.”30 Sedangkan tenaga kependidikan 

disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, “Tenaga kependidikan adalah anggota 

masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang 

penyelenggaraan pendidikan.”31 

 Pasal 39 ayat (1) tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 

disebutkan bahwa “Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan 

administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan 

teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.”32 

Mengenai hak dan kewajiban tenaga kependidikan termasuk di dalamnya 

pendidik, dijabarkan pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut: 

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh: 

a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan 

memadai; 

b. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; 

                                                           
30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 
31 Ibid. 
32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 
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c. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; 

d. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil 

kekayaan intelektual; dan 

e. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas 

pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.33 

(2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban: 

a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, 

kreatif, dinamis, dan dialogis; 

b. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu 

pendidikan; dan 

c. Memberi teladan dan menjadi nama baik lembaga, profesi, dan 

kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.34 

Dengan demikian, tenaga kependidikan yaitu meliputi semua elemen 

yang berperan aktif membantu menunjang demi kelancaran dan kemudahan 

penyelenggaraan pendidikan. Seperti bagian Tata Usaha, bagian Akademik, 

bagian Keperpustakaan, bagian Laboratorium, dan lain sebagainya. Tenaga 

Kependidikan yang dimaksud dalam skripsi ini lebih spesifiknya yaitu para 

anggota akademik yang bertugas mengatur semua kegiatan pembelajaran 

perkuliahan, serta pegawai-pegawai lainnya yang membantu program studi 

di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

3. Maqāṣid Syarīʻah 

                                                           
33 Ibid. 
34 Ibid. 



24 
 

 

Salah satu tolak ukur kesejahteraan seorang manusia adalah dilihat 

dari terpenuhinya kebutuhan ekonomi. Untuk dapat memenuhi kebutuhan 

ekonomi tersebut manusia bekerja. Dalam Islam, kesejahteraan dan 

kemaslahatan umat juga diatur dalam suatu konsep yang disebut maqāṣid 

syarīʻah. 

Maqāṣid Syarīʻah terdiri dari dua kata, yaitu maqāṣid (مقاصد) dan al-

syarīʻah  )الشريعة( . Kata مقاصد secara kebahasaan berarti maksud atau tujuan, 

bentuk jamak dari kata مقصد yang merupakan maṣdar mimi dari  َيقَْصُدُ  –قَصَد

مَقْصَد ا -ا قَصْد  –  . Di mana secara bahasa mempunyai arti istiqāmah al-ṭāriq 

(keteguhan pada satu jalan) dan al-i’timād (sesuatu yang menjadi 

tumpuan).35 Sedangkan الشريعة secara bahasa memiliki arti maurid al-māʼ 

allażī tasyra’u fīhi al-dawāb (tempat air mengalir, di mana hewan-hewan 

minum dari sana).36 Sama halnya dengan agama Islam yang merupakan 

sumber kehidupan setiap muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan 

keselamatannya baik di dunia maupun di akhirat. 

Wahbah az-Zuhaili mengemukakan pendapatnya mengenai definisi 

maqāṣid syarīʻah sebagai berikut: 

مقاصد الشريعة هي المعانى والأهداف الملحوظة في جميع أحكامه او معظمها او 

ععند كل حكم من أحكامهاشريعة والأسرار التي وضعها الشارهي الغاية من ال  

                                                           
35 Busyro, Maqāshid al- Syarīah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah, (Jakarta: 

Kencana, 2019), 5. 
36 Busyro, Maqāshid al- Syarīah....., 7. 
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“maqāṣid syarīʻah adalah makna-makna dan tujuan yang dapat 

dipahami/dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu 

sendiri, atau bisa juga didefinisikan dengan tujuan akhir dari syariat 

Islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh al-Syāri’ pada setiap 

hukum yang ditetapkan-Nya.”37 

Imam al-Syatibi sebagai tokoh terkemuka dalam bidang maqāṣid 

syarī’ah atau yang dijuluki dengan sebutan Bapak Maqāṣid Syarī’ah, tidak 

menjelaskan secara gamplang definisi Maqāṣid Syarī’ah dalam kitabnya, 

namun lebih menitik beratkan pada isi atau cakupan dari maqāṣid syarī’ah 

itu sendiri. Menurut Imam al-Syatibi, beliau membagi maqāṣid menjadi dua, 

yaitu qaṣdu al-syari’ (tujuan Tuhan) dan qaṣdu al-mukallaf (tujuan 

mukallaf). Terkait qaṣdu al-mukallaf  Imam al-Syatibi tidak menyebutkan 

macam-macamnya. Akan tetapi pada pembahasan qaṣdu al-syari’, Imam al-

Syatibi membaginya dengan 4 bagian, yaitu: Pertama, qaṣdu al-syari’ fī 

waḍ’i al-syarī’ah; Kedua, qaṣdu al-syari’ fī waḍ’i al-syarī’ah li al-ifhām; 

Ketiga, qaṣdu al-syari’ fī waḍ’i al-syarī’ah li al-taklif bi muqtaḍaha; 

Keempat, qaṣdu al-syari’ fī dukhuli al-mukallaf taḥtā ahkami al-syarī’ah. 

Selanjutnya pada qaṣdu al-syari’ fī waḍ’i al-syarī’ah  (tujuan Tuhan 

meletakkan syariah), Imam Syatibi membagi maslahah tersebut menjadi 

tiga tingkatan, yaitu: ḍaruriyyah (tujuan primer), ḥajjiyyah (tujuan 

sekunder), dan taḥsiniyyah (tujuan tersier).38 

                                                           
37 Busyro, Maqāshid al- Syarīah....., 10. 
38 Nabila Zatadini dan Syamsuri, “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan 

Kontribusi dalam Kebijakan Fiskal”, Al-Falah: Journal of Islamic Economics, Vol. 3, No. 2, (2018), 

116. 
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Imam al-Syatibi dalam kitabnya yang berjudul Al-Muwaffaqat 

membagi maqashid pada tingkat ḍaruriyyah menjadi lima bagian39, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Ḥifżu ad-Dīn (Memelihara Agama) 

Memelihara agama merupakan tujuan pertama dan utama dalam 

kehidupan umat Islam, karena agama sebagai pedoman umat manusia. 

Di dalam agama selain terdapat aqidah juga ada syariah. Keberadaan 

syariah yaitu untuk melindungi agama juga berfungsi menetapkan suatu 

hukum. Sebab keseluruhan ajaran syariat mengarahkan umat manusia 

untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Nya dan keridaan-Nya.  

Beragama merupakan kebutuhan utama umat manusia yang harus 

dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. 

Allah mensyariatkan untuk mengukuhkan, mewujudkan, serta 

memelihara agama dengan cara mewajibkan umat Islam melakukan 

rukun Islam yang di antaranya syahadah, melaksanakan sholat, 

membayar zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan haji bagi 

yang mampu. 

2) Ḥifżu an-Nafsi (Memelihara Jiwa) 

Memelihara jiwa yaitu memelihara hak untuk hidup secara terhormat 

dan bermartabat. Allah mensyariatkan umat manusia untuk memelihara 

jiwanya agar terhindar dari tindakan yang mengarah pada penganiayaan 

                                                           
39 Abi Ishaq al-Syatibi, al-Muwaffaqat Fi Ushul as-Syari’ah, Jilid 3, (Saudi Arabia: 

Kementerian Agama Islam, Wakaf, dan Dakwah Saudi Arabia, 790 H), 8. 
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maupun tindakan melukai termasuk di dalamnya mengonsumsi 

makanan dan minuman berlebih yang dapat merusak tubuh.40 Supaya 

bisa tetap beribadah, bekerja, dan meneruskan keturunan.  

3) Ḥifżu al-‘Aql (Memelihara Akal) 

Akal merupakan karunia Allah yang sangat besar dan berharga bagi 

manusia. Dengan akal manusia dapat berpikir, membedakan mana 

sesuatu yang baik dan mana yang buruk. Allah melarang segala sesuatu 

yang dapat merusak dan melemahkan akal. Allah mensyariatkan 

manusia untuk menjaganya dan memanfaatkanya dengan menuntut 

ilmu. Dengan adanya akal, manusia diwajibkan untuk beribadah kepada 

Allah. Sebaliknya, orang yang tidak berakal tidak dibebani kewajiban 

tugas-tugas syariat. Maka dari itu syariat mengharamkan meminum 

khamar dan segala yang dapat merusak akal.41 

4) Ḥifżu an-Nasl (Memelihara Keturunan) 

Semua yang telah diatur oleh syara’ hanya bertujuan unutk kemaslahan 

umat Islam sebesar-besarnya. Kemaslahatan duniawi dan ukhrawi 

dimaksudkan Allah untuk berkesinambungannya generasi satu pada 

generasi lainnya. Karena syariat yang terlaksana hanya pada satu 

generasi saja tidak bermakna akibat punahnya generasi manusia yang 

lainnya. Maka dari itu Islam mengatur pernikahan, menetapkan siapa-

                                                           
40 Agil Bahsoan, Maslahah sebagai Maqashid al-Syariah (Tinjauan dalam Perspektif 

Ekonomi Islam),  INOVASI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo, Vol. 8, No. 

1, (Maret 2011), 116. 
41 Agil Bahsoan, Maslahah sebagai Maqashid al-Syariah......, 117 
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siapa yang boleh dinikahi, bagaimana tata cara pernikahan dan syarat 

serta rukun yang harus dipenuhi, dan mengharamkan perzinaan.42 

5) Ḥifżu al-Māl (Memelihara Harta) 

Memelihara harta merupakan usaha mengembangkan harta kekayaan 

dengan baik sesuai yang telah ditentukan syariat. Meskipun pada 

hakekatnya semua yang kita miliki itu titipan dari Allah. Islam 

mengakui hak pribadi dan mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai 

muamalat, melarang penipuan dan hal lain yang dapat menyengsarakan 

ekonomi umat manusia.43 

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa inti dari maqāṣid syarī’ah 

adalah untuk mencapai kemaslahatan umat yang sebesar-besarnya, 

menghindarkan kemudaratan, baik di dunia maupun di akhirat. Dari kelima 

maqāṣid syarī’ah di atas juga masing-masing harus berjalan sesuai dengan 

urutannya. Seperti menjaga agama harus lebih didahulukan daripada 

menjaga yang lainnya. Menjaga jiwa harus didahulukan daripada akal dan 

keturunan, begitu seterusnya.44 

 

  

                                                           
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Afridawati, “Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan 

Harta) Dan Penerapannya dalam Maslahah”, Jurnal Al-Qishthu, Vol. 13, No. 1, (2015), 20. 
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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian skripsi ini dilihat dari aspek pendekatan analisisnya 

merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu hasil penelitian bersifat 

penjelasan dan menganalisis penelitian dari hasil olahan data sehingga 

mendapatkan suatu kesimpulan ilmiah jawaban atas pertanyaan penelitian. 

Hasil penelitian disusun secara sistematis guna memudahkan dalam 

menguraikan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu 

terkait tentang gaji tenaga kependidikan di Fakultas Ilmu Agama Islam 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam tinjauan maqāṣid syarīʻah.  

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah 

pendekatan normatif dan empiris. Hal ini bertujuan untuk memudahkan 

serta memberi kejelasan dalam mengkaji permasalahan skripsi ini. 

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara 

memandang permasalahan yang sedang diteliti dari sudut pandang agama 

(Islam), baik berdasarkan Alquran, Hadis, serta hasil ijtihad atau pendapat 

para Ulama’, utamanya berdasarkan tinjauan maqāṣid syarīʻah. Karena 

penelitian ini tentang gaji tenaga kependidikan dalam tinjauan maqāṣid 

syarīʻah. Sedangkan pendekatan empiris adalah pendekatan nyata yang 
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dilakukan secara langsung baik dengan wawancara kepada pihak terkait 

maupun pengamatan objek penelitian. Pihak terkait yang dimaksud di sini 

ialah staf devisi akademik Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam 

Indonesia dan staf pembantu prodi baik dari Pendidikan Agama Islam, 

Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah), maupun Ekonomi Islam. Hal ini 

dilakukan untuk mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan 

gaji tenaga kependidikan staf karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam 

Universitas Islam Indonesia Yogayakarta sesuai dengan pembahasan yang 

diangkat dalam penelitian skripsi ini. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta. Karena memang subjek penelitian skripsi ini adalah staf 

karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 

yang merupakan tenaga kependidikan, yang meliputi staf devisi akademik dan 

Sistem Informasi Manajemen, serta staf pembantu program studi. 

C. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah pihak atau orang-orang yang dimintai 

keterangan informasi terkait pembahasan dalam penelitian skripsi ini yaitu 

permasalahan tentang gaji tenaga kependidikan di Fakultas Ilmu Agama Islam 

Universitas Islam Indonesia serta bagaimana tinjauan dalam maqāṣid syarī’ah. 

Peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang termasuk dalam tenaga 

kependidikan di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta, yang meliputi staf devisi akademik dan Sistem Informasi 
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Manajemen, staf pembantu prodi, serta perwakilan dari dekanat selaku  

pimpinan yang bertanggung jawab di fakultas. Karena sesuai dengan judul yang 

diangkat dalam penelitian skripsi ini yaitu tentang tinjauan maqāṣid syarī’ah 

terhadap pemberian gaji tenaga kependidikan di Fakultas Ilmu Agama Islam 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

D. Teknik Penentuan Informan 

Teknik penentuan informan dalam penelitian skripsi ini menggunakan 

teknik purposive sampling yaitu pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas 

ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang 

erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya.45 Sehubungan dengan skripsi ini yang membahas terkait gaji 

tenaga kependidikan di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam 

Indonesia, maka peneliti akan mengambil beberapa subjek penelitian yang 

termasuk tenaga kependidikan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memudahkan dalam mendapatkan data-data yang berkaitan 

langsung dengan permasalahan gaji tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Agama 

Islam Universitas Islam Indonesia, maka peneliti pada teknik pengumpulan data 

menggunakan, yaitu: 

1. Teknik literatur (Literature Research) yaitu  pengumpulan data-data 

penelitian dari sumber terpercaya yang mendukung jalannya penelitian, 

                                                           
45 Sutrisno Hadi, Statistik, Jilid 2, (Yogyakarta: ANDI, 2004), 178. 
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seperti: Buku-buku, internet, jurnal, artikel, tesis, disertasi, dan tulisan 

ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan pada skripsi ini.  

2. wawancara (Interview) yaitu pengumpulan data dengan mengadakan 

wawancara langsung kepada para pegawai fakultas selaku tenaga 

kependidikan di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. 

Hal ini pihak yang diwawancara meliputi staf devisi akademik dan Sistem 

Informasi Manajemen, serta staf pembantu prodi. Selain itu, peneliti 

mewawancarai perwakilan dekanat Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas 

Islam Indonesia selaku pimpinan fakultas yang bertanggung jawab atas 

semua penyelenggaraan yang ada di fakuktas. 

F. Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan suatu proses penentuan apakah suatu 

wawancara dalam observasi dilakukan dengan benar tanpa bias.46 Oleh karena 

itu, keabasahan data dalam suatu penelitian sangatlah penting. Jika terjadi 

kesalahan dalam data dapat mengakibatkan penelitian tersebut menjadi tidak 

valid. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada 

perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya 

terjadi pada obyek yang diteliti. 

Penelitian ini menggunakan metode triangulasi guna memperoleh tingkat 

keabsahan data yang tinggi. Triangulasi yaitu proses pengecekkan dari berbagai 

                                                           
46 Iskandar Indranata, Pendekatan Kualitatif untuk Pengendalian Kualitas, (Jakarta: UI 

Press, 2008), 191. 
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sudut dan teknik terhadap data penelitian yang diperoleh. Metode triangulasi 

sendiri memiliki 3 (tiga) tahap, sebagai berikut: 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

menguji keabsahan data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 

melalui beberapa sumber.47 Selain melakukan wawancara kepada beberapa 

staf karyawan yang termasuk tenaga kependidikan, peneliti juga akan 

melakukan wawancara kepada dosen serta salah satu perwakilan dekan 

selaku pimpinan fakultas. 

2. Triangulasi Teknik  

Triangulasi teknik pengumpulan data adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

untuk menguji keabsahan data yang telah diperoleh dengan cara mengecek 

data sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.48 Selain melakukan 

wawancara, peniliti akan melakukan observasi dokumentasi terkait gaji 

tenaga kependidikan di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam 

Indonesia. 

3. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu pengumpulan data, di mana kegiatan dilakukan dengan 

cara mengecek data pada waktu yang berbeda. Hal ini dilakukan tidak lain 

untuk memperoleh data yang kredibel, karena waktu juga dapat 

mempengaruhi kredribiltas suatu data. Data yang dikumpulkan melalui 

                                                           
47 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), 127. 
48 Sugiyono, Memahami....., 127. 
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wawancara di pagi hari ketika narasumber masih segar, akan memberikan 

data lebih sehingga lebih kredibel.49 

 Triangulasi yang sesuai dengan pembahasan dalam skripsi ini adalah 

triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber yaitu pengumpulan data 

dengan melakukan wawancara kepada beberapa sumber yang berbeda untuk 

mendapatkan data yang lebih valid. Sedangkan triangulasi teknik yaitu di mana 

pengumpulan data dengan menggunakan beberapa teknik yang berbeda-beda 

untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data atau pengolahan data yang digunakan dalam 

penelitian skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu teknik analisis dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang diperoleh untuk mendapatkan 

kesimpulan. Menurut Prof. Dr. Sugiyono, deskriptif analisis adalah teknik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

generalisasi.50 Analisis data kualitatif merupakan suatu proses untuk mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke 

dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, 

                                                           
49 Ibid. 
50 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cetakan ke-22, 

(Bandung: Alfabeta, 2015), 147. 
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memilh-milah mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami.51 

Menurut Miles dan Huberman (1992:16) analisis data penelitian kualitatif 

terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan 

penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis ketika 

wawancara maupun observasi di lapangan.52 Dengan demikian data yang 

direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah bagi 

peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, bahkan untuk menarik 

kesimpulan hasil penelitian dari data yang telah diperoleh. 

Singkatnya, reduksi data merupakan proses bagian dari analisis, di mana 

kegiatan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

mendapatkan finalnya atau ditarik kesimpulan hasil penelitian tersebut.53 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah kegiatan menyajikan data yang telah direduksi dari 

hasil wawancara maupun observasi lapangan. Miles dan Huberman 

                                                           
51 Sugiyono, Memahami...., 138. 
52 Mattew B. Miles & A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber 

tentang Metode-metode Baru, ter. Diterjemahkan oleh: Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta:UI-Press, 

1992), 16. 
53 Naily Fadhilah, Tinjauan Hukum Islam dan PP Nomor 54 Tahun 2007 terhadap 

Pengangkatan Anak di Desa Sukorejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, Skripsi, 

(Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 2019), 44. 
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memberi batasan terhadap suatu “penyajian” data. Menurut mereka, 

penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.54 

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. 

Dalam tahap ini, penulis akan menyajikan data yang diperoleh dari 

wawancara maupun observasi di lapangan dalam bentuk uraian singkat serta 

tambahan penjelasan dari penulis, supaya memudahkan pembaca untuk 

memahaminya. 

3. Menarik Kesimpulan 

Menarik kesimpulan atau verifikasi adalah kegiatan di mana peneliti 

melakukan analisis data-data yang telah diperoleh sehingga menjadi sebuah 

kesimpulan. Dalam tahap ini, peneliti dapat menganalisis serta memahami 

lebih dalam mengenai apa yang terjadi dengan mengacu kembali pada 

aspek-aspek lain dari catatan lapangan, khususnya apa yang dikatakan orang 

lain (pembaca) mengenai perubahan itu atau alasan-alasannya.55 

Analisis data dalam penelitian kualitatif akan dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, baik sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, bahkan setelah selesai 

dari lapangan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut akan diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Veriifkasi tersebut mungkin sesingkat pemikiran 

                                                           
54 Mattew B. Miles & A. Michael Huberman, Analisis....., 17. 
55 Ibid, 177. 
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peneliti yang melintas kembali selama dia menulis, suatu tinjauan ulang 

pada catatan-catatan lapangan, atau bahkan juga upaya-upaya yang luas 

untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang 

lain.56 

Guna memudahkan dalam memahami teknik analisis data dalam 

penelitian skripsi ini, berikut skema langkah-langkah analisis menurut 

Miles dan Huberman: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Komponen-komponen analisis data; Model Interaktif) 

 

 

 

 

 

                                                           
56 Sugiyono, Memahami......, 99. 

Pengumpulan 

Data 

Reduksi Data 

Penarikan 

Kesimpulan 

Penyajian 

Data 



 

38 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Sebelum masuk pada pembahasan hasil penelitian skripsi ini, penulis 

memaparkan profil Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta yang merupakan lokasi penelitian skripsi ini, guna lebih 

mengetahui dan mengenal tempat penelitian. Berikut penjelasannya: 

1. Sejarah Singkat Fakultas Ilmu Agama Islam 

Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia 

merupakan gabungan dari 2 (dua) fakultas, yaitu Fakultas Syari’ah dan 

Tarbiyah. Kedua fakultas tersebut merupakan embrio Fakultas Agama yang 

dibuka pada periode transisi, yaitu ketika terjadi perubahan nama dari 

Sekolah Tinggi Islam (STI) yang didirikan pada tanggal 8 Juli 1945 menjadi 

Universitas Islam Indonesia (UII) pada tanggal 27 Rajab 1367 H atau 

tanggal 10 Maret 1948 M. Saat itu Universitas Islam Indonesia telah 

memiliki 4 (empat) fakultas, yaitu Fakultas Agama, Fakultas Hukum, 

Fakultas Pendidikan, dan Fakultas Ekonomi. 

Pada tahun 1950 Pemerintah Republik Indonesia memberikan 

penghargaan kepada golongan nasionalis, sehingga didirikan Universitas 

Gajah Mada dengan mengambil alih dari Fakultas Pendidikan Universitas 

Islam Indonesia  yang dalam perkembangan selanjutnya menjadi Institut 

Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Yogyakarta (sekarang 
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Universitas Negeri Yogyakarta). Pemerintah juga memberikan penghargaan 

kepada umat islam, sehingga didirikan Perguruan Tinggi Agama Islam 

Negeri (PTAIN) yang embrionya diambil dari Fakultas Agama Universitas 

Islam Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1950.57 

Pada tahun 1961 Universitas Islam Indonesia (UII) membuka kembali 

fakultas agama, yaitu Fakultas Syari’ah dan Fakultas Tarbiyah, kemudian 

kedua fakultas tersebut memperoleh status diakui pada program Sarjana  

Muda berdasarkan SK Menteri Agama RI Nomor:16 Tahun 1963, 

sedangkan status disamakan untuk program Sarjana baru diperoleh pada 

tahun 1990, sekaligus pemberian status tertinggi pertama bagi perguruan 

Tinggi Agama Islam Swasta di Indonesia, berdasarkan SK Menteri Agama 

RI Nomor: 84 Ttahun 1990, tanggal 26 Mei 1990. 

Perkembangan berikutnya, kedua Fakultas Tarbiyah dan Syari’ah 

digabung menjadi satu fakultas yaitu Fakultas Ilmu Agama Islam yang 

terjemahan Bahasa Arabnya adalah Kulliyah al-Dirāsah al-Islāmiyyah dan 

dalam Bahasa Inggris adalah Faculty of Islamic Studies, berdasarkan 

Ketetapan Dewan Pengurus Badan Wakaf UII Nomor VI TAP/DP/1997 dan 

diberlakukan 1 April 1998, mulai kepengurusan fakultas periode 1998-

2001. Penggabungan ini dimaksudkan supaya pengelolaan studi-studi 

keislaman (kurikuler) serta penentuan kualifikasi dosennya di lingkungan 

Universitas Islam Indonesia (UII) menjadi tugas dan tanggung jawab FIAI. 

                                                           
57 Tim Penyusun, Panduan Akademik Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam 

Indonesia, (Yogyakarta:FIAI UII, 2017), 5. 
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Untuk merespon tuntutan masyarakat (pasar kerja), pada tahun 

akademik 2003/2004 telah dibuka program studi Ekonomi Islam dengan 

legalitas SK Direktorat jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen 

Agama Republik Indonesia No. DJ/178/03. Kemudian pada tahun 2008 

diperpanjang dengan mendapat legalitas No. Dj/Dt.I.IV/HK.00.5/49/2008. 

Dengan demikian sejak tahun akademik 2003/2004 FIAI UII memiliki 

3 (tiga) program studi yaitu: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah), 

Pendidikan Agama Islam dan Ekonomi Islam.58 

2. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Agama Islam 

a. Visi 

Tahun 2003 FIAI UII menjadi rujukan dalam pengembangan 

hukum Islam, pendidikan agama Islam dan ekonomi Islam yang 

memiliki komitmen pada keunggulan dan risalah Islamiyah dibidang 

pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah 

Islamiyah. 

b. Misi 

Adapun misi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 

antara lain yaitu: 

1) Mengembangkan kerjasama dengan institusi regional, nasional, dan 

internasional 

2) Memberikan pelayanan prima kepada stakeholder 

                                                           
58 Tim Penyusun, Panduan Akademik......, 5. 
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3) Menciptakan sistem manajerial profesional dalam pengelolaan 

sumber daya yang dimiliki fakultas 

4) Membina mahasiswa agar berakhlak mulia 

5) Melakukan aktualisasi dan revitalisasi ilmu hukum islam, ilmu 

pendidikan islam dan ilmu ekonomi islam melalui pendidikan, 

pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dan 

dakwah Islamiyah 

6) Menghasilkan sarjana berakhlak mulia yang berilmu amaliah dan 

beramal ilmiah dalam bidang hukum Islam, pendidikan agama 

Islam, dan ekonomi Islam. 

3. Sistem Pendidikan Fakultas Ilmu Agama Islam 

Sistem penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Agama 

Islam Universitas Islam Indonesia adalah Sistem Kredit Semester, 

artinya sistem penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan Satuan 

Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, 

beban kerja dosen, beban pengalaman belajar, dan beban 

penyelenggaraan program. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang 

terdiri atas 16 (enam belas) minggu. 

Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan 

terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester 

melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 

2 jam praktikum. Kebijakan SKS ini bertujuan untuk memberikan 

pelayanan bagi mahasiswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Karena 
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semua mahasiswa tidak bisa disamaratakan kemampuan dan minatnya. 

Ada perbedaan minat, bakat dan kemampuan masing-masing 

mahasiswa, baik cara dan waktu untuk menyelenggarakan beban studi 

yang diwajibkan maupun waktu dan komposisi matakuliah, mahasiswa 

tidak harus sama. 

Sistem pendidikan dan pengajaran di Fakultas Ilmu Agama Islam 

Universitas Islam Indonesia mengacu pada Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan serta memperhatikan Keputusan Menteri 

Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan 

Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.59 

Sistem Satuan Kredit Semester (SKS) diterapkan untuk 

menunjang kelancaran proses belajar mahasiswa, dengan jumlah SKS 

sebagai berikut: 

a. Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)    : 147 SKS 

b. Pendidikan Agama Islam   : 146 SKS 

c. Ekonimi Islam                                                              :  145 SKS 

Data tersebut di atas merupakan jumlah SKS yang didistribusikan 

dalam 8 (delapan) semester. 

4. Bagan Organisasi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam 

Indonesia 

                                                           
59 Ibid, 15. 
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(sumber dari akademik FIAI UII) 
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B. Pembahasan 

1. Sistem Pelaksanaan Pemberian Gaji Tenaga Kependidikan di Fakultas 

Ilmu Agama Islam 

Di Perguruan Tinggi Universitas Islam Indonesia, karyawan dibagi menjadi 

tiga kelompok bagian, di antaranya yaitu: 

a. Karyawan kontrak fakultas, yaitu pegawai yang bekerja di fakultas 

dengan sistem gaji di berikan oleh fakultas, dengan masa waktu kontrak 

kerja sesuai dengan kesediaan pihak pegawainya atau tanpa batas waktu 

yang ditentukan, sehingga kapan pun pegawai kontrak ingin resign bisa 

dilakukan kapan saja.  

b. Karyawan kontrak universitas, yaitu pegawai yang bekerja di fakultas 

dengan sistem gaji di berikan oleh universitas, dengan masa waktu 

kontrak tanpa batas waktu yang di tentukan.  

c. Karyawan tetap universitas, yaitu pegawai yang bekerja di fakultas 

dengan sistem gaji diberikan oleh universitas, dengan masa waktu 

bekerja adalah sampai pensiun. 

Di tingkat fakultas sendiri, utamanya Fakultas Ilmu Agama Islam 

Universitas Islam Indonesia, para karyawan kelompok pegawai kontrak 

fakultas yang notabenenya termasuk dalam golongan tenaga kependidikan 

mendapatkan gaji sekitar Rp. 1.000.000 - 1.300.000 setiap bulannya. Sistem 

pemberian gaji diberikan kepada pegawai setiap bulannya, serta dipotong 
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5% hingga 6% per 3 (tiga) bulan bagi karyawan yang memiliki NPWP 

(Nomor Pokok Wajib Pajak).60 

Sedangkan pegawai kelompok kontrak universitas yang notabenenya 

juga merupakan tenaga kependidikan, mendapatkan gaji sekitar Rp. 

1.500.000 – Rp. 2.000.000 setiap bulannya yang dibayarkan oleh pihak 

universitas. Menurut salah satu pegawai yang penulis wawancarai, 

penghasilan tersebut lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari satu 

orangnya, tergantung pribadi bagaimana dia memanfaatkan penghasilan 

tersebut, di samping gaji tersebut, pegawai kontrak universitas juga 

mendapatkan uang transport dan tidak disebutkan berapa jumlah uang 

transport yang didapatkan dan juga mendapatkan fasilitas kesehatan.61 

Bagian terakhir yaitu karyawan dalam kelompok pegawai tetap 

universitas, mendapatkan gaji diberikan universitas sebesar Rp. 3.000.000. 

Gaji yang diberikan kepada pegawai tetap tersebut tergantung pada jabatan 

yang diduduki atau lama masa bekerja, sehingga pegawai yang memiliki 

jabatan lebih tinggi dan memiliki masa kerja yang lama akan mendapatkan 

gaji yang lebih banyak. Setiap gaji atau pendapatan pegawai kontrak 

maupun pegawai tetap harus di potong pajak, dan pegawai tetap juga 

mendapatkan fasilitas uang transport dan fasilitas kesehatan. Jadi besar gaji 

                                                           
60 Hasil wawancara dengan Bapak Aldinto Irsyad selaku pegawai Fakultas Ilmu Agama 

Islam Universitas Islam Indonesia bagian staf Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal 

Syakhshiyyah), tanggal 1 Desember 2020. 
61 Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Gintoko selaku pegawai kontrak Universitas 

Islam Indonesia yang bertugas di Fakultas Islam Indonesia bagian Devisi Umum dan Rumah 

Tangga, tanggal 01 Desember 2020. 
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yang diperoleh karyawan dalam kelompok pegawai tetap universitas 

tergantung pada tingkat golongannya, seperti halnya pegawai sipil.62   

Pembayaran upah pada karyawan dalam hal ini tenaga kependidikan 

Fakulytas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia setiap bulannya 

memiliki berbagai variabel. Baik yang menambah atau yang mengurangi, 

variabel tersebut memiliki perhitungan rinci yang harus dilakukan secara 

tepat sesuai dengan kondisi sebenarnya. Salah satu variabel yang bisa 

menambah upah yang didapatkan karyawan adalah tunjangan karyawan. 

Sebelum membahas mengenai jenis dan perbedaan variabel tambahan 

yang diterima karyawan, sedikit akan disinggung mengenai variabel 

pengurang gaji atau upah karyawan. Variabel ini berupa potongan pajak, 

iuran wajib, serta variabel lain yang harus dibayarkan ketika karyawan 

melakukan satu hal tertentu. 

Berlanjut pada pembahasan mengenai tunjangan, merupakan variabel 

penambah jumlah upah yang diterima karyawan. Tunjangan tidak sama 

dengan uang lembur, yang menjadi hak karyawan ketika karyawan yang 

bersangkutan melakukan kerja lembur dan hal ini diatur dalam undang-

undang yang berlaku. Tunjangan sendiri merupakan variabel yang ada pada 

gaji karyawan karena kondisi tertentu. Untuk itu kemudian tunjangan 

dibedakan menjadi dua jenis, yakni tetap dan tidak tetap. 

                                                           
62 Hasil wawancara dengan Bapak Ari Purnomo selaku pegawai tetap Universitas Islam 

Indonesia yang bertugas di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, tanggal 01 

Desember 2020. 
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Tunjangan Tetap merupakan tunjangan yang bersifat tetap. Dalam 

artian tunjangan ini diberikan kepada karyawan secara rutin tanpa ada faktor 

yang mempengaruhinya. Faktor yang dimaksud adalah kehadiran, atau 

absensi, dan atau faktor lain yang bisa saja berubah sewaktu-waktu. 

Beberapa bentuk tunjangan yang bisa masuk dalam tambahan tetap adalah 

tunjangan istri/anak, jabatan, dan lainnya. 

Mengapa disebut tidak dipengaruhi faktor lain? Karena tambahan 

yang diberikan merupakan tambahan pada hal-hal yang idealnya bersifat 

tetap selama kondisi tidak berubah. Kondisi seperti memiliki istri, tentu 

idealnya akan tidak berubah. Kondisi seperti ketertinggalan daerah yang 

kemudian diberikan kompensasi tunjangan kemahalan, tentu bukan 

merupakan kondisi yang bisa berubah dalam hitungan hari. Tambahan ini 

kemudian masuk secara rutin pada perhitungan gaji yang disampaikan pada 

karyawan sebagai faktor penambah tetap. Tentu syaratnya selama tunjangan 

yang diberikan sesuai dengan kondisi yang dimiliki oleh karyawan tersebut. 

Dalam perhitungan gaji kemudian, tunjangan pokok serta perhitungan gaji 

pokok menjadi jumlah utama pada perhitungan gaji. Baru nantinya 

dikurangkan atau ditambahkan  dengan variabel lainnya. 

Sedangkan tunjangan tidak tetap merupakan tunjangan tidak tetap 

yang diberikan  berdasarkan perhitungan waktu yang tidak sama dan 

dipengaruhi berbagai faktor yang mudah berubah. Misalnya tunjangan yang 

diberikan ketika kehadiran karyawan memenuhi batas tertentu, atau 

tunjangan yang diberikan ketika karyawan harus melakukan perjalanan 
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dinas keluar kota. Tunjangan  kehadiran dan tunjangan 

transportasi/akomodasi merupakan  tunjangan yang bergantung pada 

kegiatan yang dilakukan karyawan. Oleh karenanya, masuk dalam kategori 

tunjangan tidak tetap. Tunjangan ini diberikan dan menjadi hak karyawan 

ketika karyawan tersebut melakukan sesuatu yang sesuai dengan 

peruntukan  tunjuangan tersebut. 

Perbedaan utama dari kedua jenis tambahan ini terletak pada faktor 

pengaruhnya. Jika tunjangan tersebut tidak terpengaruh faktor yang mudah 

berubah, maka tunjangan tersebut akan masuk pada kategori tunjangan tetap 

karena diberikan secara rutin bersamaan dengan gaji  atau upah karyawan. 

Jadi, apabila tunjangan tersebut diberikan berdasarkan faktor yang mudah 

berubah dan tidak selalu dicantumkan pada slip gaji karyawan, maka akan 

masuk ke dalam kategori tunjangan tidak tetap.  

2. Tinjauan Maqāṣid Syarīʻah terhadap Kelayakan Gaji Tenaga 

Kependidikan di Fakultas Ilmu Agama Islam  

Allah menurunkan syariat (aturan hukum) pasti memiliki tujuan yaitu 

untuk memperoleh kemaslahatan dan menghindari kemudaratan atau yang 

biasa dikenal dengan kaidah ِدرء المفاسد مقدّم على جلب المصالح (menolak 

sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang 

mendatangkan manfaat). Aturan Allah tersebut tidak lain dan tidak bukan 

untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Maqāṣid atau maslāḥat merupakan 

sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama (akhirat) 

dan dunia. Apabila hal tersebut tidak ada, maka akan menimbulkan 

kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, 

salat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Seperti telah disebutkan pada bab 
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sebelumnya bahwa maslāḥat sendiri terbagi menjadi tiga bagian penting 

yaitu: ḍaruriyyah (tujuan primer), ḥajjiyyah (tujuan sekunder), dan 

taḥsiniyyah (tujuan tersier).63 

Gaji merupakan imbalan yang harus diberikan oleh si bos kepada 

pekerja secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Adil secara bahasa 

mengandung dua arti yaitu tidak berat sebelah dan sepatutnya, serta tidak 

sewenang-wenang. Jadi dalam pola masyarakat Islam, gaji bukan hanya 

sekedar merupakan suatu konsesi saja, tetapi juga merupakan hak asasi bagi 

pekerja yang dalam penetapannya harus memenuhi tiga unsur asas, di 

antaranya yaitu: asas keadilan, kelayakan, dan kebajikan.64 

Menurut Bayu Aji Santoso dalam bukunya menyebutkan bahwa 

proses penentuan gaji yang Islam itu terdapat dari dua faktor, yaitu faktor 

objektif dan faktor subjektif. Secara objektif, gaji ditentukan melalui 

pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Sedangkan secara sisi 

subjektif, suatu gaji ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan sosial 

yang berarti ada kaitannya dengan nilai-nilai kemanusiaan.65 

Pemberian dan penetapan besaran gaji seharusnya juga 

memperhatikan berbagai aspek, salah satunya memperhatikan Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 

tentang Kebutuhan Hidup Layak. Pencapaian Kebutuhan Layak merupakan 

standar kebutuhan yang dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk 

dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik, dan sosial untuk kebutuhan 1 

                                                           
63 Afridawati, Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah...., 15. 
64 Ahmad Azhar Basyir, Refleksi......, 191. 
65 Bayu Aji Santoso, Tinjauan Hukum Islam....., 3 
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(satu) bulan dan berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 

1 (Satu) tahun. Hal tersebut jika pekerja lajang masih belum memiliki 

kebutuhan yang menjadi tanggungannya untuk keluarga (istri dan anak).66 

Namun bagaimana jika pekerja tersebut sudah berumah tangga yang 

tanggungjawabnya tidak hanya untuk dirinya saja, akan tetapi ada istri dan 

anak yang harus dipenuhi juga kebutuhannya. Hal inilah faktor yang 

diperhatikan sebagai acuan yang dipegang oleh Pemerintah Daerah dalam 

menentukan besaran Upah Minimum Kabupaten atau yang biasa disebut 

dengan UMK. Jadi penetapan besaran UMK oleh Pemerintah Daerah itu 

sudah diperhitungkan sesuai standar kebutuhan hidup bagi satu orang dalam 

suatu daerah tersebut.  

Ibnu Taimiyah mengemukakan pendapatnya terkait standar upah 

dengan menghubungkan tingkat upah pada pasar tenaga kerja (tas’ir fil 

a’mal). Standar suatu gaji yang adil diatur menggunakan aturan yang sama 

dengan harga komoditi pasar yang adil. Pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang 

penetapan gaji/upah, beliau menggambarkan bahwa gaji yang setara akan 

dipertimbangkan oleh penetapan upah (musamma), jika ketetapan gaji 

tersebut ada, di mana kedua belah pihak dapat menerimanya. Suatu keadilan 

dalam penetapan upah seperti dalam kasus pemberi dan penerima upah 

berpijak pada harga yang setara. Prinsip ini berlaku bagi pemerintah 

maupun individu. Jika pemerintah ingin menetapkan standar upah minimal 

atau kedua pihak tidak bersepakat tentang besarnya gaji/upah, maka mereka 

                                                           
66 Gilang Mei Durrotun Nasihah, Tinjauan Upah.....,  
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harus bersepakat tentang besarnya upah yang ditetapkan oleh pemerintah 

daerah atau yang biasa disebut dengan UMK (Upah Minimal Kabupaten), 

yang berpijak pada kondisi normal terhadap kebutuhan  hidup suatu daerah 

tersebut. Ini seyogyanya berlaku dalam penetapan dan penerimaan. 

Pendapat ini merupakan sebuah pemikiran yang sangat mendalam dan lebih 

maju dalam menginterpretasikan makna gaji yang adil dalam Alquran dan 

Hadis.  

Berbeda dengan konsep upah dunia, di mana masalah pengupahan 

atau gaji adalah masalah yang tidak pernah selesai diperdebatkan oleh pihak 

manajemen, apapun bentuk organisasinya. Upah seolah-olah kata-kata yang 

selalu membuat pihak manajemen perusahaan berpikir ulang dari waktu ke 

waktu untuk menetapkan kebijakan tentang upah. Upah juga yang selalu 

memicu konflik antara pihak manajemen dengan yang karyawan seperti 

yang banyak terjadi. Untuk itu, dengan peran pemerintah yang menetapkan 

standar upah yang sama untuk pekerja, hal ini bertujuan untuk melindungi 

bentuk keadilan untuk kedua belah pihak baik bagi pemberi maupun 

penerima kerja, dalam hal ini tenaga kependidikan. 

Seperti yang telah dipaparkan di atas, dari hasil penelitian di lapangan 

diketahui bahwa pada Perguruan Tinggi Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta khususnya tingkat Fakultas Ilmu Agama Islam terdapat 

pembagian golongan karyawan yang di antaranya yaitu: karyawan golongan 

pekerja tetap universitas, karyawan golongan pekerja kontrak universitas, 

dan karyawan golongan pekerja kontrak fakultas. Adanya pembagian 
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golongan tersebut menimbulkan perbedaan dalam pemberian gaji kepada 

karyawan yang dalam hal ini adalah tenaga kependidikan. Pemberian gaji 

pada tenaga kependidikan golongan pekerja tetap universitas tidak ada 

masalah, karena besaran gaji yang diberikan pada golongan pekerja ini 

sudah di atas batas Upah Minimal Kabupaten Sleman yakni Rp. 

1.870.000.00.- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).67 

Pada intinya, dasar dari maqāṣid syarī’ah  atau tujuan syariah adalah 

untuk kemaslahatan umat manusia. Sesuai dengan konsep maqāṣid syarī’ah  

yang digagas oleh Imam al-Syatibi sebagai Bapak Maqāṣid Syarī’ah  

walaupun tidak menyatakan secara jelas mengenai pengertian maqāṣid 

syarī’ah, namun dapat diketahui dan diambil kesimpulan bahwa tujuan 

maqāṣid syarī’ah adalah menolak mafsadah dan mewujudkan kemaslahatan 

manusia sebesar-besarnya dengan menjamin kebutuhan ḍaruriyyah 

(primer)nya, memenuhi kebutuhan ḥajjiyyah (sekunder), serta kebutuhan 

taḥsiniyyah (tersier). 

Selain itu juga, Wahbah az-Zuhaili  menyatakan bahwa:  

مقاصد الشريعة هي المعانى والأهداف الملحوظة في جميع أحكامه او معظمها او 

 هي الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشار ععند كل حكم من أحكامها

“maqāṣid syarīʻah adalah makna-makna dan tujuan yang dapat 

dipahami/dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu 

sendiri, atau bisa juga didefinisikan dengan tujuan akhir dari syariat 

                                                           
67 Peraturan Bupati Sleman Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga 

Belas Bagi Tenaga Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2020. 
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Islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh al-Syāri’ pada setiap 

hukum yang ditetapkan-Nya.”68  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya 

terkait tinjauan maqāṣid syarīʻah terhadap gaji tenaga kependidikan 

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, utamanya dalam  

aspek memelihara harta (Ḥifżu al-Māl) dapat dikatakan belum memenuhi 

secara menyeluruh. Seperti yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya 

bahwa karyawan yang dimaksud dalam hal ini adalah tenaga kependidikan 

pada Universitas Islam Indonesia khususnya tingkat fakultas dibagi menjadi 

tiga golongan, yaitu: karyawan tetap universitas, karyawan kontrak 

universitas, dan karyawan kontrak fakultas. Pada tingkat karyawan tetap 

universitas, maqāṣid syarīʻah dalam aspek memelihara harta (Ḥifżu al-Māl) 

sudah tercapai. Karena gaji yang diterima oleh karyawan tetap universitas 

sudah di atas UMK Sleman yakni sekitar Rp. 3.000.000.00,-. Selain itu, bagi 

tenaga kependidikan kontrak universitas meskipun gaji pokok yang 

diterimanya belum mencapai UMK, namun masih mendapatkan gaji 

dan/ataupun fasilitas tambahan lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa 

kelayakan gaji tenaga kependidikan golongan kontrak universitas telah 

memenuhi maqāṣid syarīʻah. Sedangkan dalam aspek Ḥifżu al-Māl bagi 

tenaga kependidikan golongan kontrak fakultas tidak sesuai maqāṣid 

syarīʻah, karena gaji yang diterima oleh tenaga kependidikan kontrak 

fakultas masih di bawah UMK Sleman. Dalam hal ini mengacu pada standar 
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UMK Sleman karena Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam 

Indonesia berada dalam wilayah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

Gaji yang diterima tenaga kependidikan kontrak fakultas memang 

masih di bawah UMK. Karena karyawan pada posisi tersebut termasuk 

Fresh Graduate yang ingin mencari pengalaman kerja, atau dapat dikatakan 

tenaga kependidikan kontrak fakultas masih muda-muda dan belum 

menikah, sehingga penghasilan atau gaji yang didapatkan dianggap telah 

cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti yang telah disebutkan 

sebelumnya, bahwa tidak adanya larangan untuk menikah selama masa 

perjanjian kontrak kerja. Sehingga jika karyawan kontrak fakultas sudah 

menikah, biasanya akan diangkat menjadi karyawan universitas. 

UMK adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok 

termasuk tunjangan tetap yang telah ditetapkan oleh bupati pada suatu 

daerah. Penetapan besaran UMK oleh Pemerintah Daerah itu sudah 

diperhitungkan sesuai standar kebutuhan hidup bagi satu orang dalam suatu 

daerah tersebut. Bagaimana jika seorang pekerja tersebut telah memiliki 

tanggungjawab keluarga yakni istri dan anak. Sedangkan perhitungan upah 

minimum telah disesuaikan perhitungannya dengan standar kebutuhan 

hidup bagi satu orang (per kepala). Bagaimana jika seorang karyawan 

tersebut sudah berkeluarga dan gaji yang diperolehnya di bawah UMK. 

Apalagi karyawan tersebut termasuk dalam tenaga kependidikan, di mana 

pihak yang cukup berperan penting dalam terlaksanakannya suatu sistem 
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pendidikan. Dalam artian dapat dikatakan bahwa tenaga kependidikan salah 

satu pihak yang membantu menunjang kelancaran proses seseorang dalam 

menuntut ilmu. Seperti yang telah diatur pada Pasal 39 ayat (1) tentang 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan, disebutkan bahwa “Tenaga 

Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, 

pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses 

pendidikan pada satuan pendidikan.”69 Selain itu, diketahui bersama bahwa 

agama memerintahkan untuk mewajibkan seseorang menuntut ilmu. 

Banyak hadis yang telah menyebutkan tentang kewajiban serta kemuliaan 

orang yang menuntut ilmu. Selain itu juga, Firman Allah dalam QS. Al-

Mujadalah ayat 11 juga disebutkan: 

....... 
ْ
عِل

ْ
وْتُوا ال

ُ
ذِينَْ ا

َّ
مْْۙ وَال

ُ
مَنُوْا مِنْك

ٰ
ذِينَْ ا

َّ
ُ ال وْنَ خَبِيْر  يَرْفَعِ اللهه

ُ
ُ بِمَا تَعْمَل َۗ وَاللهه  مَ دَرَجٰت 

“Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti 

apa yang kamu kerjakan.”70  

Bekerja dan upah memiliki keterkaitan dengan menjaga harta (Ḥifżu 

al-Māl). Dengan bekerja seseorang berharap mendapat kesejahteraan dalam 

hal finansial. Dalam penelitian ini, penulis memang menjadikan UMK 

sebagai tolak ukur terpepenuhi tidaknya maqāṣid syarīʻah, khususnya dalam 

menjaga harta. Karena perkembangan kebutuhan hidup yang dijadikan 

pedoman dalam penentuan upah minimum telah memperhatikan tingkat 

                                                           
69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 
70 Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Qur’an Karim..., 987. 
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kebutuhan hidup. Hal ini dapat dilihat dari yang dulunya hanya kebutuhan 

yang bersifat fisik saja itupun sangat terbatas sekali, namun saat ini sudah 

mencakup kebutuhan yang bersifat fisik saja itupun sangat terbatas sekali, 

namun saat ini sudah mencakup kebutuhan yang bersifat rohani juga. 

Penambahan kuota komponen serta peningkatan kualitas komponen 

menjadi bukti bahwa adanya perhatian terhadap tingkatan kebutuhan 

dimulai dari yang ḍaruriyyah baru kemudian yang ḥajjiyyah baru disusul 

yang taḥsiniyyah. Perubahan ini menunjukan adanya perubahan hukum 

sesuai dengan perkembangan situasi. Hal ini sejalan konsep maslahah 

tentang perubahan hukum sebagaimana digagas oleh al-Tufi dan Ibn 

Qayyim Al-Jawziyah.71 Hal ini membuktikan bahwa UMK memang sudah 

sesuai maqāṣid syarīʻah. 

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik garis besar bahwa peran tenaga 

kependidikan juga sama pentingnya dengan tenaga pendidik. Keduanya 

sama-sama berperan penting dalam proses kegiatan menuntut ilmu, yang 

mana menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap orang Islam. Orang yang 

menuntut ilmu, memberikan ilmu, maupun orang yang berperan dalam 

kelancaran proses kegiatan menutut ilmu sama mulianya. Oleh karena itu, 

seharusnya pemberlakuan dalam hal ini pengaturan pemberian kelayakan 

gaji antara tenaga pendidik dengan tenaga kependidikan tidak jauh berbeda 

                                                           
71 Adin Fadilah, “Komponen Kebutuhan Hidup dalam regulasi Upah Minimum Perspektif 

Maqāṣid Syarīʻah”, Muslim Heritage, Vol. 1, No. 1, (2016), 32. 
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yakni minimal sesuai UMK (Upah Minimum Kabupaten) yang telah 

ditentukan pemerintah daerah setempat. 

Universitas Islam Indonesia adalah perguruan tinggi swasta di bawah 

naungan Yayasan Badan Wakaf UII. Universitas Islam Indonesia 

merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk aplikasi contoh kegiatan 

industrial yang ada di Yogyakarta, yang memiliki delapan fakultas, salah 

satunya Fakultas Ilmu Agama Islam. Pada Fakultas Ilmu Agama Islam ini 

ada tiga program studi yaitu: Prodi Pendidikan Agama Islam, Prodi Hukum 

Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah), dan Prodi Ekonomi Islam. 

Fakultas Ilmu Agama Islam dapat dibilang fakultas yang paling 

“Islami” di antara fakultas lain di Universitas Islam Indonesia. Karena dari 

namanya saja sudah kita ketahui memiliki tiga program studi yang 

kesemuanya mengandung unsur “Islam”. Seharusnya dalam penerapan 

peraturan maupun sistem lainnya, yang mana salah satunya tentang 

pemberian gaji kepada tenaga kependidikan telah sesuai dengan maqāṣid 

syarī’ah. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan, ditemukan 

bahwa pemberian gaji kepada tenaga kependidikan kelompok karyawan 

kontrak universitas dan karyawan kontrak fakultas belum memenuhi 

maqāṣid syarī’ah sepenuhnya, apalagi bagi karyawan kontrak fakultas. 

Karena gaji yang diterima oleh karyawan kontrak fakultas masih di bawah 

standar UMK (Upah Minimum Kabupaten) Sleman. Walaupun dalam 

Islam, pemberian gaji dapat sesuai kesepakatan kedua belah pihak, namun 

di sisi lain ada UMK yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat 



58 
 

 

sebagai minimum upah. Jika gaji tersebut masih di bawah standar UMK, 

maka dapat dikatakan bahwa dalam aspek memelihara harta (ḥifżu al-māl) 

hanya memenuhi pada tingkat ḍaruriyyah (kebutuhan primer) saja. Pada 

tingkat ḥajjiyyah (kebutuhan sekunder), dan taḥsiniyyah (kebutuhan tersier) 

belum dapat terpenuhi keseluruhannya dengan baik. Apalagi jika karyawan 

yang dalam hal ini tenaga kependidikan tersebut telah berkeluarga, di mana 

tanggung jawabnya tidak hanya atas diri sendiri, melainkan ada istri dan 

anak yang harus dipenuhi juga kebutuhannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem pemberian gaji tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Agama Islam 

Universitas Islam Indonesia dilaksanakan berdasarkan pembagian golongan 

karyawan, di antaranya yaitu: Pertama, karyawan kontrak fakultas; Kedua, 

karyawan kontrak universitas; dan Ketiga, karyawan tetap universitas. 

2. Kelayakan gaji tenaga kependidikan di Fakultas Ilmu Agama Islam 

Universitas Islam Indonesia dalam tinjauan maqāṣid syarīʻah khususnya 

dalam aspek memelihara harta (ḥifżu al-māl) belum terpenuhi secara 

menyeluruh atau belum tercapai dengan baik. Gaji tenaga kependidikan 

tetap universitas dan kontrak universitas sudah sesuai maqāṣid syarīʻah, 

namun gaji bagi tenaga kependidikan kontrak fakultas tidak sesuai maqāṣid 

syarīʻah. Gaji yang diterima tenaga kependidikan kontrak fakultas memang 

masih di bawah UMK. Karena karyawan pada posisi tersebut termasuk 

Fresh Graduate yang ingin mencari pengalaman kerja, atau dapat dikatakan 

tenaga kependidikan kontrak fakultas masih muda-muda dan belum 

menikah, sehingga penghasilan atau gaji yang didapatkan dianggap telah 

cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Meskipun gaji 

tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi yang 
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terpenuhi hanya pada tingkat ḍaruriyyah (kebutuhan primer) saja. Pada 

tingkat ḥajjiyyah (kebutuhan sekunder), dan taḥsiniyyah (kebutuhan tersier) 

belum terpenuhi keseluruhannya dengan baik.  

B. Saran 

 Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka saran-

saran yang dapat diberikan melalui skripsi ini yaitu: 

1. Pihak dekanat yang dalam hal ini merupakan pimpinan tertinggi sekaligus 

pemegang kebijakan fakultas untuk mempertimbangkan kembali besaran 

gaji ataupun fasilitas yang menunjang kerja lainnya bagi tenaga 

kependidikan fakultas utamanya terhadap karyawan kontrak fakultas. 

Sehingga kelayakan gaji tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Agama Islam 

Universitas Islam Indonesia terpenuhi tidak hanya pada tingkat ḍaruriyyat 

(kebutuhan primer) saja, namun dapat terpenuhi juga kebutuhan ḥajjiyyah 

(kebutuhan sekunder), terlebih jika kebutuhan  taḥsiniyyah (kebutuhan 

tersier) dapat terpenuhi juga. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan acuan, referensi 

ataupun sebagai bahan perbandingan untuk hasil penelitiannya. Sehingga 

dapat bermanfaat dan menghasilkan suatu penelitian yang lebih 

representatif. 
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LAMPIRAN 

 

A. Kisi-kisi Wawancara untuk Informan 

1. Nama informan siapa? 

2. Apakah informan sudah berkeluarga? 

3. Bekerja di bagian devisi apa? 

4. Sudah berapa lama bekerja di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam 

Indonesia? 

5. Berapa (perkiraan) gaji yang terima setiap bulannya? Apakah ada gaji 

insentif juga? 

6. Bagaimana sistem penggajian khususnya bagi tenaga kependidikan di 

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia?  

7. Apakah pendapat gaji yang diperoleh cukup untuk diri sendiri dan/atau 

keluarga? 

8. Apakah informan memiliki pekerjaan lain selain di Fakultas Ilmu Agama 

Islam Universitas Islam Indonesia? 

9. Apakah ada pemotongan gaji secara otomatis untuk dialokasikan ke Lazis 

sebagai zakat profesi? 

10. Apakah ada izin cuti? Dan maksimal berapa hari? 

11. Selama perjanjian kontrak, apakah ada aturan yang melarang untuk 

menikah? Biasanya kan ada perusahaan yang melarang karyawannya untuk 

menikah selama perjanjian kontrak kerja. 

12. Apakah ada agenda kegiatan kajian atau pelatihan bagi tenaga 

kependidikan, dosen, maupun karyawan lainnya untuk meningkatkan SDM 

di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia? 

13. Apa harapan/saran/kritik untuk kampus baik Universitas Islam Indonesia 

maupun Fakultas Ilmu Agama Islam ? 
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B. Transkip Wawancara 

 

Nama   : Aldinto Irsyad ( Karyawan Kontrak Fakultas) 

 

Mahasiswa  : Apakah sudah berkeluarga? 

Karyawan : “Belum” 

Mahasiswa : Bekerja di bagian devisi apa? 

Karyawan  : “Prodi, staff prodi” 

Mahasiswa : Sudah berapa lama bekerja di Fakultas Ilmu Agama Islam? 

Karyawan : “Yaa hampir 3 tahun ini, 3 tahun februari bulan depan sih” 

Mahasiswa : Berapa gaji yang diterima setiap bulannya? Apakah ada gaji 

insentif? 

Karyawan : “Kalau sekarang SPK itu udah, tetap di bawah UMR jogja, 

1.200.000 lah nominalnya, itu belum sama pajak,kan kebanyakan 

pengeluaran UII tuh ada yang kena pajak, jadi kayak gaji gini juga 

kena pajak, semuanya sepertinya juga kayak gitu, dipotong kalau 

punya NPWP itu 5% kalau gk punya 6% ya sekitar gitu.” 

Mahasiswa : Bagaimana sistem Penggajian khususnya bagi tenaga kependidikan 

di Fakultas  Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia? 

Karyawan : “Saya statusnya sebagai pegawai kontrak fakultas, jadi gaji itu 

dari fakultas” 

Mahasiswa : Apakah pendapat gaji yang diperoleh cukup untuk diri sendiri 

dan/atau keluarga? 

Karyawan : “Ya saya berkaca pada teman saya dululah, mas hamdan yang 

sudah berkeluarga, ya itu kalau murni kita berpacu sama gaji dari 

yang terkhusus, yang status kontrak fakultas itu kurang cukup, nah 
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saya pribadi itu ya alhamdulillah masih cukup, tapikan kalau nanti 

udah beristri itu kan jelas, kalau masih sendiri insya allah masih 

cukup, kalau sudah beristri mungkin cari alternatif lain dari luar 

sini, murni sini dengan status kayak dengan saya itu kurang, kalau 

udah berkeluarga loh, kalau status lain mungkin sudah lumayanlah, 

sudah bisa cukup” 

Mahasiswa : Apakah memiliki pekerjaan lain selain di Fakultas Ilmu Agama 

Islam Universitas Islam Indonesia? 

Karyawan : “Kalau itu belum ada” 

Mahasiswa : Apakah ada pemotongan gaji untuk dialokasikan ke lazis sebagai 

zakat profesi 

Karyawan : “Kalau secara otomatis tidak ada, biasanya manual dan itupun 

tergantung pribadi masing-masing pegawai” 

Mahasiswa : Apakah ada izin cuti? Dan Apakah ada larangan untuk menikah? 

Karyawan : “Sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu 12 hari” 

Mahasiswa : Apakah ada agenda kegiatan kajian atau pelatihan bagi tenaga 

kependidikan untuk meningkatkan SDM? 

Karyawan : “Ada, sebelum masa pandemi di FIAI tiap hari senin pagi ada 

agenda rutin tilawah quran dan kajian, serta di luar itu ada 

pelatihan peningkatan SDM setidaknya 1x dalam 1 semester” 
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Nama   : Bambang Gintoko (Karyawan Kontrak Universitas) 

 

Mahasiswa  : Apakah sudah berkeluarga? 

Karyawan : “Belum mas” 

Mahasiswa : Sudah berapa lama bekerja di Fakultas Ilmu Agama Islam? 

Karyawan : “7 tahun mas, jadi sebelum jadi pegawai kontrak universitas, kita 

menjadi pegawai kontrak fakultas dulu, kemudian ada tes dari pusat 

untuk menjadi pegawai kontrak unversitas” 

Mahasiswa : Berapa gaji yang diterima setiap bulannya? Apakah ada tunjangan? 

Karyawan : “Kalau disini itu Ada, di luar gaji pokok itu namanya uang 

transport, yang di gunakan untuk dinas, jadi uang yang di hitung 

selama 30 hari kerja, jadi kalau tidak hadir ya tidak dihitung kerja, 

Kalau untuk gaji pokoknya, di hitung range aja ya, di kisaran antara 

1.500.000 sampai 2.000.000, itu nanti juga ada jaminan lain seperti 

jaminan kesehatan atau diskon di rumah sakit, seperti itu” 

Mahasiswa : Bagaimana sistem Penggajian khususnya bagi tenaga kependidikan 

di Fakultas  Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia? 

Karyawan : “Untuk itu mas, langsung dari pusat, yaitu di bagian keuangan di 

rektorat” 

Mahasiswa : Apakah pendapat gaji yang diperoleh cukup untuk diri sendiri 

dan/atau keluarga? 

Karyawan : “Kalau untuk saya sendiri lebih dari cukup, kalau untuk hidup di 

jogja cukup” 

Mahasiswa : Apakah memiliki pekerjaan lain selain di Fakultas Ilmu Agama 

Islam Universitas Islam Indonesia? 

Karyawan : “Tidak ada, karena hasil dari ini saja insya allah sudah cukup” 
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Nama   : Ari Purnomo (Karyawan Tetap Universitas) 

 

Mahasiswa  : Apakah sudah berkeluarga? 

Karyawan : “Belum” 

Mahasiswa : Sudah berapa lama bekerja di Fakultas Ilmu Agama Islam? 

Karyawan : “Sejak 2013, 2 tahun calon pegawai tetap, mulai jadi pegawai 

tetap tahun 2015” 

Mahasiswa : Berapa gaji yang diterima setiap bulannya? Apakah ada gaji 

insentif? 

Karyawan : “Standar 2 setengah sampai di bawah 3” 

Mahasiswa : Bagaimana sistem Penggajian khususnya bagi tenaga kependidikan 

di Fakultas  Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia? 

Karyawan : “Dari pusat, kalau dulu sebelum kotaben itukan 2 tahun 80% dari 

gaji pokok itu, setelah tahun 2015 udah tetap menjadi 100% 

menyesuaikan kalau sini golongan, untuk golongan saya itu 2C” 

Mahasiswa : Apakah pendapat gaji yang diperoleh cukup untuk diri sendiri 

dan/atau keluarga? 

Karyawan : “Saya merasa cukup, tapi untuk keluarga saya gatau e, tapi itu 

tergantung manajemen orangnya” 

Mahasiswa : Apakah memiliki pekerjaan lain selain di Fakultas Ilmu Agama 

Islam Universitas Islam Indonesia? 

Karyawan : “Saya gak ada, Cuma disini aja” 
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C. Surat Izin Penelitian 
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